BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah faktor utama pendukung kesejahteraan dan kehidupan bagi
masyarakat. Keterkaitan antara tanah dengan kehidupan manusia sangat erat
sekali, dimana setiap individu pasti membutuhkan tanah dalam kehidupannya
sebagai tempat bersosialisasi. tempat tinggal, tempat berkembangnya hewan yang
sangat berguna bagi manusia, dan tempat terkandungnya bahan pertambangan
yang berguna bagi manusia. Hubungan antara tiap-tiap pribadi dengan tanah
bersifat konkret, karena manusia pasti membutuhkan tanah.

Dalam membangun konsep hubungan antara tanah dengan manusia dapat
menempatkan masyarakat dan individu sebagai kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan
dalam kebutuhan seluruh masyarakat. Hubungan antara tanah dengan manusia
tidak bersifat individualistis saja, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap
memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan.’

Tanah mempunyai peranan yang sangat besar dalam masyarakat, maka di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa “bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat”.

! Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 158.



Tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti, maka
dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah
tersebut digunakan.? Di dalam hukum tanah sebutan tanah dipakai dalam arti
yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Undang
Undang Pokok Agraria. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA) yaitu “atas dasar hak menguasai dari Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta
badan-badan hukum”.

Filosofi kepemilikan tanah dalam UUPA adalah bahwa tanah merupakan
kepunyaan bersama bangsa, dikuasai oleh Negara, rakyat bisa memiliki dengan
hak menguasai dari Negara, sehingga di dalam UUPA diakui dengan adanya hak
atas tanah seperti; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Adanya pengakuan
dari Negara terhadap hak atas tanah yang dapat dikuasai perseorangan atau badan
hukum menandakan Negara mengakui warga Negara sebagai individu yang
berhak memiliki tanah.

Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan
dialinkan kepada pihak lain. Peralihan adalah “perbuatan hukum yang sengaja
dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan

kepada yang menerima pengalihan”. Peralihan hak atas tanah dilakukan melaui

2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djembatan, 2005.



jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang haya dapat didaftarkan
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(selanjutnya disebut PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam
menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta
Tanah harus tunduk pada peraturan yang telah ada dan segala aturan-aturan yang
berlaku, dengan tanpa mengesampingkan apapun yang ada di dalam masyarakat.
Karena apapun yang telah diperbuat oleh seorang PPAT atau notaris harus dapat
dipertanggungjawabkan.

Pendaftaran tanah adalah ‘“kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, yaitu meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemelihataan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk daftar dan peta bidang tanah dan satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat dan tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
sudah ada haknya”.

Pendaftaran tanah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum
bukan hanya untuk memastikan siapa pemilik tanah pada saat ini, akan tetapi
termasuk pula perlindungan hukum bagi mereka yang akan memperoleh hak atas
tanah tersebut pada waktu yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah bahwa tujuan diadakan
pendaftaran tanah adalah “untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian
hukum kepada pemegang hak atas tanah atas suatu bidang tanah agar dengan

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang berhak, untuk



menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah, dan untuk tertib
administrasi pertanahan”.

Notaris atau PPAT merupakan pejabat umum, sehingga akta yang
dibuatnya merupakan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan
penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam
kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kebutuhan akan
pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan
berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan social
dan ekonomi, baik pada tingkat nasional, maupun global. Melalui akta otentik
dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari para pihak, menjamin
kepastian hukum, dan diharapkan pula dapat dihindari pula terjadinya sengketa.
Sengketa tersebut tidak dapat dihindari, namun dalam proses penyelesaian
sengketa, akta otentik merupakan alat bukti tertulis dan terpenuh memberi
sumbangan secara nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.®

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta
otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam undang-
undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris mempunyai
kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh
telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara
membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta, serta memberikan informasi dan

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak.

¥ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
Hal 29.



Notaris dalam praktek sehari-hari di samping dapat menjalankan profesi
juga sebagai menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik yang melaksanakan
sebagian dari tugas pemerintah dalam bidang keperdataan yakni membuatkan
akta-akta bagi para pihak yang datang kepadanya baik akta partij maupun akta
relaas, sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan, sebagai penyuluh
hukum dengan memberikan keterangan-keterangan bagi pihak dalam pembuatan
akta, sebagai pengusaha dengan segara pelayanannya berusaha mempertahankan
klien agar operasional kantornya tetap berjalan.’

Pada kehidupan sehari-hari khususnya berkaitan untuk melakukan suatu
perbuatan hukum adakalanya orang itu tidak melakukan perbuatan itu sendiri
karena berhalangan, sehingga mereka memilih orang lain untuk melaksanakan
pengurusan atau kepemilikan tersebut. Orang tersebut diberikan kuasa untuk
melakukan suatu pengurusan yang dilimpahkan kepadanya. Perbuatan hukum
dimana kita memilih orang lain untuk melaksanakan pengurusan atau kepemilikan
tersebut sering dikenal dengan kata kuasa.

Penggunaan surat kuasa atau pelimpahan kuasa dari satu orang ke orang
lain telah menjadi hal yang biasa, pada kehidupan sehari-hari penggunaan surat
kuasa terjadi dengan tujuan mempermudah urusan. Kuasa merupakan kewenangan
mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama
pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa
kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu

penerima kuasa.” Pemberian kuasa jual merupakan salah satu bentuk yang sering

* Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
Bandung: PT Refika Aditama, 2008, Hal 16-17.

% Herlien Budiono, Perwakilan Kuasa dan Pemberian Kuasa, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.1V,3
November 2016, Hal 68.



terjadi di masyarakat, selain itu pembuatan akta kuasa jual dalam bentuk akta
Notaris merupakah suatu hal yang biasa dalam praktek.

Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPerdata) menyatakan bahwa di dalam akta kuasa menjual diperlukan suatu
pemberian kuasa dengan adanya kata-kata tegas di dalam aktanya, karena
biasanya akta kuasa menjual masuk ke dalam kategori kuasa yang digunakan
untuk memindahtangankan benda yang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya
saja.

Mekanisme pemberian kuasa adalah jika pemberi kuasa melimpahkan
perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai
dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan
demikian, penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa
terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi dengan demikian
pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan kuasa sepanjang
perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi kewenangan yang diberikan
pemberi kuasa.

Pada prakteknya terdapat permasalahan dalam pembuatan surat kuasa
menjual yang tidak mencantumkan kata-kata yang tegas oleh Notaris hal ini
disebabkan dari kurangnya pengetahuannya dari Notaris terhadap akta yang
dibuatnya, sehingga terjadi penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh pihak
penerima kuasa yang beritikad buruk untuk menguasai hak atas tanah tersebut,
sampai berakibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi kuasa. Dalam

penulisan ini, Penulis akan membahas mengenai penyalahgunaan surat kuasa jual




yang telah diberikan oleh pemberi kuasa, seperti contoh kasus yang akan penulis
bahas dalam penelitian ini, bahwa Penggugat telah memberikan surat kuasa jual
kepada Tergugat | dihadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sertipikat Hak
Milik Nomor 283 seluas 2.040 M2 dan Nomor 284 seluas 1.295 M2 yang terletak
di daerah Desa Sindang Panon Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang
atas nama Nyonya Janda Farida, yang dikeluarkan oleh H. Bagus Sujitno, S.H.
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Dati Il Tangerang.

Surat kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris hanya menyebutkan
bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat | untuk
menjual/melepaskan hak kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat
yang dipandang baik oleh Penggugat tanpa adanya bentuk hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari para pihak. Berdasarkan surat kuasa jual tersebut telah
dibuatlah Akta Jual Beli Nomor 13/2000 dan Akta Jual Beli Nomor 12/2000,
dengan Nyonya Susie Herman/Tergugat Il. Bahwa Penggugat tidak pernah
mendapatkan informasi terkait peralihan hak atas sebidang tanah milik Penggugat
tersebut. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang dan/atau menerima hasil
penjualan sebidang tanah sertipikat hak milik No. 283 dan sertipikat 284 milik
Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat | kepada Tergugat Il. Dalam hal
pembuatan akta jual beli yang berdasarkan surat kuasa jual dengan kata-kata yang
tidak tegas.

Berdasarkan hal di atas Tergugat | telah menyalahgunakan surat kuasa
yang diberikan oleh Penggugat dengan telah melakukan transaksi kepada
Tergugat 1l yang diragukan akan kebenaran secara hukum transaksinya oleh

Penggugat, bahwa dengan Penggugat tidak sama sekali menerima uang dan tidak



dimintai persetujuan akan transaksi Tergugat | dengan Tergugat Il sehingga
transaksi antara Tergugat | dan Tergugat Il atas sebidang tanah milik Penggugat
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bahwa Tergugat Il adalah pembeli
yang tidak beritikad baik maka dengan ini transaksi yang dilakukan oleh Tergugat
| dan Tergugat Il adalah cacat hukum.

Penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Tangerang
(perkara nomor: 585/Pdt.G/2016/PN. Tng) atas kerugian yang timbul akibat
perbuatan melawan hukum Tergugat | dan Tergugat Il. Dalam positanya
Penggugat untuk mnghukum Tergugat | dan Tergugat Il membayar kerugian
kepada Penggugat secara tunai yaitu memberikan ganti kerugian materiil yang
dinilai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan immaterial yang tidak
bisa dinilai dengan uang dalam bentuk kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000
(satu milyar rupiah), mengembalikan hak atas tanah kepada Penggugat, putusan
dalam perkara nantinya akan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya
perlawanan banding ataupun kasasi, pihak yang kalah dihukum membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan posita gugatan tersebut di atas,
selanjutnya petitum gugatan ini Penggugat memohon untuk memutuskan sebagai
berikut : mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan telah
dicabutnya surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I,
menyatakan akta jual beli No. 12/2000 dan akta jual beli 13/2000 antara
penjua;/Tergugat | dan pembeli/Tergugat 11 tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, menyatakan menurut hukum tanah/objek sengketa yaitu sebidang tanah
sertifikat hak milik no. 283 seluas 2.040 m? dan sertifikat hak milik no 284 seluas

1.295 m? adalah milik Penggugat, menyatakan menurut hukum sertifikat hak



milik no. 283 dan sertifikat hak milik no. 284 yang sudah beralih menjadi atas
nama Tergugat Il cacat hukum dan atau membatalkan sertifikat hak milik no. 283
dan sertifikat hak milik no 283 dan 284 atas nama Tergugat I, menghukum
Tergugat | dan Tergugat Il menyerahkan dan atau mengembalikan sertifikat,
menghukum Tergugat | dan Tergugat Il membayar kerugian kepada Penggugat
tanggung renteng secara tunai dan seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap
yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial.

Hasil putusan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian, yang tidak dikabulkan vyaitu perihal pemberian ganti
kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat karena perbuatan melawan
hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat Il tersebut. Hasil
putusan Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Pengadilan Negeri Tangerang.
Gugatan sampai kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (perkara nomor:
201/PDT/K/2019), maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul “PENYALAHGUNAAN KUASA JUAL YANG BERAKIBAT
PADA PEMBATALAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH” (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR: 585/Pdt.G/2016/PN.TNG Jo 116/PDT/2017/PT

BTN Jo 201/PDT/K/2019)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perbuatan hukum di atas, maka dalam penelitian hukum ini
penulis akan melakukan fokus penelitian hukum terhadap pokok permasalahan,
antara lain :

1. Bagaimana penyalahgunaan surat kuasa jual yang berakibat pada

pembatalan peralihan hak atas tanah?



2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor
585/Pdt.G/2016/PN.TNG Jo 116/PDT/2017/PT.BTN Jo

201/PDT/K/2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis,
maka berdasarkan latar belakang, pokok perumusan permasalahan serta untuk
mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau keterangan-keterangan,
maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana bentuk
penyalahgunaan surat kuasa jual yang dapat berakibat pada pembatalan
peralihan hak atas tanah.

b. Untuk menggambarkan dan menganalisa apakah Putusan Pengadilan
Nomor 585/Pdt.G/2016/PN.TNG Jo 116/PDT/2017/PT.BTN Jo
201/PDT/K/2019 yang membatalkan peralihan hak atas tanah sudah

tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
a. Menambah, memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan
dan wawasan Penulis mengenai bentuk surat kuasa jual agar
tidak terjadi penyalahgunaan yang berakibat pada pembatalan

peralihan hak atas tanah.
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b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
hukum pada umumnya dan khusunya dalam bidang perjanjian

dan pertanahan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi para pihak terkait dalam hal proses pembuatan surat kuasa
jual agar tidak terjadinya penyalahgunaan yang dapat berakibat

pada pembatalan peralihan hak atas tanah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB Il

: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan
Tesis.

: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terdiri atas 5 (lima) sub bab yaitu yang pertama
mengenal Tinjauan Umum Mengenai Kuasa di dalamnya terdiri
dari pengertian kuasa, jenis pemberian kuasa, bentuk-bentuk akta
kuasa yang di dalamnya terdiri dari surat kuasa menjual dan hak
dan kewajiban surat pemberi dan penerima kuasa. Kedua mengenai
Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta di
dalamnya terdiri dari notaris sebagai pejabat umum, tugas dan
kewenangan notaris dan kewajiban dan tanggung jawan notaris

dalam pembuatan akta kuasa menjual. Ketiga, Tinjauan Mengenai
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BAB Il

BAB IV

Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah yang di dalamnya terdiri
dari pengertian hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, pengertian
pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran
tanah, peran PPAT dalam proses pendaftaran tanah, sertipikat hak
atas tanah yang terdiri dari pengertian sertipikat hak atas tanah,
fungsi sertipikat hak atas tanah, sertipikat cacat hukum dan
pembatalah hak atas tanah. Keempat Peralihan Hak Atas Tanah
Karena Jual Beli yang terdiri dari pengertian jual beli tanah, syarat-
syarat jual beli tanah melalui akta PPAT dan akta PPAT. Kelima,
Tinjauan mengenai penyalahgunaan surat kuasa menjual sebagai
perbuatan melawan hukum terdiri dari pengertian perbuatan
melawan hukum dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

: Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang
dipergunakan vyaitu Metode Pendekatan, Jenis Penelitian,
Pendekatan Penelitian  Hukum, Jenis Data dan Teknik
Pengumpulan Data.

: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam hal ini terbagi dari sub bab hasil penelitian yang terdiri
pembahasan kasus posisi perihal penyalahgunaan surat kuasa jual
yang mengakibatkan pembatalan peralihan hak atas tanah dan
putusan pengadilan negeri no 585/Pdt.G/2016/PN. Tng, putusan
pengadilan tinggi no. 116/PDT/2017/PT BTN dan putusan

mahkamah agung republik Indonesia no. 201/PDT/K/2019 yang
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BAB V

terdiri atas kasus posisi, duduk perkaranya, pembuktian dalam
perkara, pertimbangan hukum hakim dalam perkara dan putusan
pengadilan tersebut apakah sudah tepat dalam pembatalan
peralihan hak atas tanah.

: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas hasil

penelitian dan disertai dengan saran Penulis.
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